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TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Paskalis Ola Tapo Bali
Jabatan : Penjabat Bupati Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata
2 a. Nama : Petrus Gero
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lembata

Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata

b. Nama : G. Fransiskus
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata

Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata

c. Nama : Begu Ibrahim
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata

Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Lembata

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang
disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan
sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan
Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak
sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana
pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas belanja
daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan
Program /Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun
dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota
Kesepakatan ini.
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Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Lewoleba, Tanggal, 15 Agustus 2024
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Pemerintah Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala
Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan
RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD dengan tahapan
antara lain menentukan skala prioritas pembangunan daerah,
menentukan skala prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing
urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang
tercantum dalam rencana kerja pemerintah dan menyusun capaian
kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program dan kegiatan.

Untuk itu perencanaan dan penganggaran adalah suatu proses
untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, maka perencanaan dan
penganggaran tahunan merupakan satu kesatuan proses pembangunan
yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
setiap tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 harus mendukung tercapainya
sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah
provinsi dan pemerintah pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan
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Pemerintah Kabupaten Lembata

DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2025. KUA dan PPAS Pemerintah
Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada RKPD
Kabupaten Lembata Tahun 2025 yang telah disinkronisasikan dengan RKP
tahun 2025 dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025 telah
disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lembata Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Nomor 30 Tahun 2024. RKPD tersebut memuat arah dan tujuan
pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun.
Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran
dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), dimana kebijakan umum
anggaran tersebut merupakan implementasi dari RKPD dan sebagai acuan
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD). Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
merupakan dokumen anggaran tahunan daerah yang disusun berdasarkan
pendekatan kinerja. Alokasi pembiayaan (anggaran) direncanakan dengan
mengutamakan pencapaian hasil kerja (kinerja) yang telah ditetapkan.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dituangkan dalam PPAS
Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 dan disampaikan
kepada Gubernur NTT bersamaan dengan penyampaian rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 serta
dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Dokumen PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran sementara yang digunakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Penentuan prioritas dipandang penting karena demi untuk tetap fokus
pada hal-hal yang berada pada prioritas utama atau menuntun

perencanaan program, mengawasi agar penggunaan sumber daya langka

dapat lebih efektif, membangun komunikasi kegiatan antara stakeholder
Prioritas dan Q’IhfonﬂnggamnSmFmra 2025 .



Pemerintah Kabupaten Lembata

dan menghubungkan antara kebijakan dan tujuan pembangunan daerah.
Selanjutnya plafon anggaran sementara merupakan jumlah dana batas
tertinggi yang bersifat sementara yang dapat dianggarkan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya menjadi Plafon Anggaran
yang bersifat tetap setelah RAPBD dibahas dan disetujui bersama dengan
DPRD dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Oleh karena itu PPAS disusun untuk mengimplementasikan RKPD
dan Kebijakan Umum APBD yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan
bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. PPAS yang telah disepakati
bersama tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan RAPBD
Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Kabupaten Lembata Tahun 2025 adalah untuk:

1. Menyediakan dokumen tentang target pendapatan dan penerimaan
daerah, rencana belanja daerah dan rencana pembiayaan daerah;

2. Menyediakan dokumen tentang plafon anggaran sementara
berdasarkan SKPD, urusan pemerintahan dan program/kegiatan/sub
kegiatan;

3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien,
berkeadilan dan  berkelanjutan dalam rangka  pelaksanaan
pembangunan tahunan daerah;

4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara
perencanaan (RKPD) dan penganggaran (KUA);

S. Sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) SKPD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025.

Prioritas dan Plafon Anggaran Synlmra 2025
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1.3. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran

Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 adalah :

1

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4031);

Prioritas dan Plafon Anggaran STMm 2025 |
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Pemerintah Kabupaten Lembata

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
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Pemerintah Kabupaten Lembata

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 112)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Pemerintah Kabupaten Lembata

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 350)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun
2022;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2024 Nomor 029);

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);

Prioritas dan Plafon Anggaran Sszm 2025
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. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata
(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor
21);

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2022 Nomor 301 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lembata Nomor 301);

Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);

Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 30).

@Prionitas dan ®lafon Anggaran ?jwuora 2025 |



Pemerintah Kabupaten Lembata

1.4. Sistematika Penyusunan.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lembata
Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. BABI PENDAHULUAN

a. Latar belakang penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025.

b. Tujuan Penyusunan PPAS.

c. Dasar (hukum) Penyusunan PPAS.

d. Sistematika Penyusunan.

BAB Il RENCANA PENDAPATAN DAERAH

BAB IIl RENCANA BELANJA DAERAH
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

5. BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

6. BAB VI PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran s?nma 2025
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Pemerintah Kabupaten Lembata

BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025
mencakup target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah. Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan
Umum APBD Tahun Anggaran 2025, target pendapatan daerah
direncanakan sebesar Rp. 870,995,925,319,- atau turun sebesar
Rp. 8,025,326,483 dari target pendapatan daerah pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 879,021,251,802 dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata tahun anggaran

2025 direncanakan sebesar Rp. 48,524,673,520 atau turun sebesar

Rp.8,025,326,480 dari target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran

2024 sebesar Rp.56.550.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Daerah sebesar Rp.21,047,784,850. atau naik sebesar
Rp.5,104,181,909 dari target pendapatan pajak daerah pada APBD
tahun anggaran 2024 sebesar Rp.15.943.602.941.

b. Retribusi Daerah sebesar Rp.19,967,098,784 atau turun sebesar
Rp.602.092.480 dari target Pendapatan Retribusi Daerah pada
APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.20.569.191.264.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar
Rp.3,048,722,165.00 atau turun sebesar Rp.1,885.253,546.00 dari
target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp.4.933.975.711.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  sebesar
Rp.4,461,067,718 atau turun sebesar Rp.10,642,162,366. dari
target Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah pada APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp.15.103.230.084.

2. Pendapatan Transfer

Target pendapatan Transfer Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025

sebesar Rp.814,663,061,802 atau sama dengan target Pendapatan

Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar

Rp.814.663.061.802 dengan rincian sebagai berikut:
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Pemerintah Kabupaten Lembata

a. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.790.215.632.000 atau sama
dengan target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.790.215.632.000.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.24.447.429.802 atau
sama dengan target Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.24.447.429.802, yang bersumber
dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025

ditargetkan sebesar Rp.7.808.190.000 atau sama dengan target

pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD

Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.7.808.190.000, yang bersumber dari

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan yang terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama (FKTP).

Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 di

uraikan pada tabel 2.1 berikut:
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Lampiran Tabel 2.1

RENCANA PENERIMAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2025

DASAR HUKUM

KODE PENERIMAAN DAERAH ALOKASI ANGGARAN
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 48.524.673.517,00
4.1.01 Pajak Daerah 21.047.784.850,00
4.1.02 Retribusi Daerah 19.967.098.784,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.048.722.165,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.461.067.718,00
42 PENDAPATAN TRANSFER 814.663.061.802,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 790.2156.632.000,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 24.447.429.802,00
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.808.190.000,00
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 7.808.190.000,00
Ebiect [object Object]
Object]
[object [object Object] 0,00
Obiject]
[object [object Object] 0,00
Object]
JUMLAH PENDAPATAN 870.995.925.319,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 0,00
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